
 

BAB V 

PENUTUP 

1.1. Kesimpulan 

Dari uraian penelitian di atas maka peneliti dapat menarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Proses Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir dalam Menunjang 

Pendapatan Asli Daerah Kota Mataram Tahun 2020 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh beberapa informasi terkait 

proses implementasi kebijakan retribusi parkir dalam menunjang 

pendapatan asli Daerah Kota Mataram Tahun 2020 yaitu, pendapatan 

retribusi parkir dibagi menjadi dua (2), yaitu 30% masuk ke Kas Daerah 

dan 70% dikembalikan ke Juru Parkir. Kontribusi retribusi parkir dalam 

menunjang PAD Kota Mataram Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 

1.885.619.000,- atau 7,5% dari target sebesar Rp. 25.000.000.000,-. 

Adapun yang menjadi faktor implementasi kebijakan retribusi parkir 

dalam menunjang pendapatan asli Daerah Kota Mataram Tahun 2020 yaitu 

sebagai berikut: 

a. Komunikasi 

DISHUB Kota Mataram telah mengkomunikasikan kebijakan retribusi 

parkir dengan cukup maksimal, yaitu dengan cara uji petik potensi parkir, 

pembinaan perparkiran, sosialisasi penggunaan karcis dan rapat mingguan 

dan bulanan bagi pegawai UPTD Perparkiran selaku pelaksana tekhnis 



 

kebijakan retribusi parkir. Meskipun pada tahun 2020 kegiatan tersebut 

kurang maksimal dilakukan karena kendala anggaran yang lebih 

difokuskan pada dana covid-19. 

b. Sumber Daya 

1) Sumber Daya Manusia 

Sumber daya manusia yang dimiliki oleh UPTD Perparkiran DISHUB 

KotaMataram Sudah cukup memadai. Meskipun masih lemah dari 

segi kuantitasnya yaitu sejumlah 21 pegawai dan 8 orang coordinator 

untuk 5 Kecamatan. 

2) Sumber Daya Anggaran 

Anggaran pelaksanaan kebijakan retribusi parkir bersumber dari 

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sejumlah Rp. 

5.670.818.500,00-.  

3) Sumber Daya Perlengkapan 

Sumber daya perlengkapan yang dimiliki oleh DISHUB KotaMataram 

sudah cukup memadai. Meskipun masih ada beberapa 

alat/perlengkapan yang masih kurang, seperti Kantor dan peralatan 

administratif lainnya yang kurang memadai. 

c. Struktur Birokrasi 

Struktur birokrasi yang dimiliki oleh DISHUB KotaMataram sudah 

ditetapkan di dalam Peraturan Walikota (PERWAL) bahkan di 

Peraturan Daerah (PERDA).  

 



 

d. Disposisi/Sikap Pelaksana 

Disposisi/sikap pelaksana kebijakan retribusi parkir yaitu UPTD 

Perparkiran di Dinas Perhubungan KotaMataram melaksanakan 

kebijakan sesuai tuntutan/SOP dari Dinas Perhubungan Kota Mataram. 

2. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir di Kota 

Mataram 

Adapun yang menjadi faktor penghambat implementasi kebijakan 

retribusi parkir adalah keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki oleh 

Dinas Perhubungan KotaMataram dan disposisi/sikap pelaksana dalam hal 

ini juru pakir selaku pelaksana kebijakan yang masih kurang dalam hal 

kepatuhan dan kejujuran serta kurangnya kesadaran dari masyarakat dalam 

mendukung kebijakan retribusi parkir tersebut. 

5.2. Saran 

Sebagai upaya memberikan masukan dalam rangka 

mengoptimalkanImplementasi Kebijakan Retribusi Parkir dalam Menunjang 

Pendapatan Asli DaerahKotaMataram Tahun 2020, maka berdasarkan hasil 

penelitian, peneliti memberikan saran sebagai berikut : 

1. Untuk meningkatkan efisiensi implementasi kebijakan retribusi parkir 

dalam menunjang pendapatan asli DaerahKotaMataram, perlu menjalin 

koordinasi yang lebih baik lagi dengan semua unsur termasuk masyarakat 

dan SKPD terkait guna untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam 

meningkatkan pendapatan retribusi parkir. 



 

2. UPTD Perparkiran sebagai pelaksana tekhnis pengelolaan perparkiran 

seharusnya menambahkan anggota pegawainya. Yang semula 1 orang 

Koordinator mengontrol 100-san orang menjadi 1 orang mengontrol 50 

orang, agar control jukir bisa lebih maksimal.  

3. UPTD Perparkiran sebagai pelaksana tekhnis pengelolaan perparkiran 

seharusnya lebih genjar dalam menjalankan pelaksanaan PERDA dengan 

baik sehingga implementasi kebijakan retribusi parkir dalam menunjang 

pendapatan asli Daerah dapat berjalan maksimal dan sesuai target yang 

diharapkan, hal ini dikarenakan dalam mencapai tujuan terwujudnya 

kepatuhan pelaksana kebijakan perlu ditindak tegas, sehingga 

menumbuhkan sikap jera bagi para jukir yang melakukan pelanggaran. 

4. Memaksimalkan layanan parkir Non Tunai ke seluruh titik parkir agar 

tidak ada lagi jukir yang menyetor tidak sesuai aturan, karena pembayaran 

parkir langsung masuk ke kas Daerah dan 30% dari pembayaran tersebut 

dikembalikan ke jukir. 
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